
ABSTRAK 

 

Notaris merupakan pejabat umum. Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan 

dari istilah Openbare Amtbtenaren yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang 

Jabatan Notaris dan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW). Pasal 1 Peraturan 

Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang satu-

satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian dan penetapanyang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh 

yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. 

Dalam menjalankan jabatannya Notaris memiliki beberapa larangan salah satunya 

terdapat dalam pasal 17 huruf d. UUJN Notaris dilarang merangkap jabatan 

sebagai pejabat negara. Namun pada kenyataannya dalam praktik, masih dapat 

ditrmukan oknum notaris yang membuat akta otentik pada saat menjabat sebagai 

pejabat negara yang membuat keabsahan dan akibat hukum dari akta notaris 

tersebut menjadi dipertanyakan. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dimana penelitian lebih 

difokuskan mengenai pemberlakuan peraturan hukum secara normatif. Dengan 

demikian untuk memenuhi syarat otentiknya suatu akta, maka Notaris harus 

membuat akta yang sesuai dengan yang ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 

undang-undan. Apabila terdapat pelanggaran oleh Notaris dalam membuat akta, 

maka akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana akta 

otentik, namun hanya memiliki kekuatan pembuktian akta di bawah tangan atau 

akta menjadi batal demi hukum. 
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